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ABSTRAK 

 

 

 

Gangguan fungsi jalan banyak terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. 

Banyaknya jenis gangguan fungsi jalan dikerucutkan kedalam bentuk  yang kerap 

dilakukan yaitu penggunaan alat pembatas kecepatan. Penggunaan alat pembatas 

kecepatan haruslah selalu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. 

Pembuatan alat pembatas kecepatan banyak terjadi dilapangan. Pembuatan alat 

pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada memang 

memiliki sanksi hukum. Akan tetapi sanksi hukum tersebut hanya mengatur 

terhadap subjek hukum orang perorangan sedangkan pelaku pembuat alat 

pembatas kecepatan berupa badan usaha. Mengenai pelaku pembuat alat pembatas 

kecepatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan memang diatur dalam Pasal 

28 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Akan tetapi pelaku 

gangguan fungsi jalan tersebut hanya orang perorangan bukan korporasi. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban 

pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan 

fungsi jalan dan Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai 

dengan tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang 

mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan Untuk mengetahui sanksi pidana yang 

diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Badan 

usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan Undang-

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur hal tersbut. Ketetentuan 

sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadadap pelaku gangguan fungsi jalan 

yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) tidak mengakomodir 

rasa keadilan, hal ini dikarenakan pada frasa setiap orang hanya mengacu pada 

subjek hukum orang perorangan. 

 

Kata Kunci : Gangguan fungsi jalan, Badan usaha 
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ABSTRACT 

 

 

 

Many road disorders occur in the middle of community life. The number of types 

of disturbances in the function of the road are converged into the form that is 

often done, namely the use of speed limiting tools. The use of speed limiting 

equipment must always refer to the Decree of the Minister of Transportation 

Number KM. 3 of 1994 concerning Road Users Control and Safety Equipment. 

Making a speed limiting tool occurs in many fields. Making speed limiting 

equipment that is not in accordance with existing regulations does have legal 

sanctions. However, the legal sanctions only regulate the legal subjects of 

individuals while the perpetrators of the makers of speed limiting devices are 

business entities. Regarding the perpetrators of speed limiting devices that cause 

road disruption, it is indeed stipulated in Article 28 Paragraph (1) Road Traffic 

and Transportation Law. However, the perpetrators of the road disruption 

function are only individuals not corporations. The formulation of the problem in 

this study is how the criminal liability of business entities as perpetrators of 

criminal acts that lead to disruption of road functions and whether the criminal 

sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation are in accordance with the legal objectives. The purpose of this 

study is to find out the criminal liability of business entities as perpetrators of 

crimes which result in disruption of road functions and to find out the criminal 

sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and 

Transportation are in accordance with the legal objectives. This type of research 

is normative legal research or library legal research methods. Business entities 

cannot be held accountable for crimes because the Road Traffic and Transport 

Law does not regulate these matters. Determination of criminal sanctions applied 

in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation against 

perpetrators of road disturbances contained in Article 28 paragraph (1) Jo 

Article 274 paragraph (1) does not accommodate a sense of justice, this is due to 

the phrase everyone only refers to the legal subject of an individual. 

 

Keyword : Road disruption, business entity 
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